Nam Ir. Washington Pane dalam Putusan Sela
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailifig
Natal dalam kasus Illegal Logging Mujur Timber Gmup
(MTG) pada hari Senin tanggal 30”Apuril 2007, menim-
bulkan tanggapan kontroversial berbagai kalangan :

Pihak Poldasu menilai dakwaan JPU tidak mencer-
minkan berkas penyidikansyang telah dJlakukannya
JPU membantah bahwa mereka telah mengurangi ma-
teri yang ada dalam berkas penyidikan, sedangkan ma-
syarakat menilai telahiterjadi konspirasi dengan seng-
aja dakwaan dibuat/tidak.cermat dan kabur sehingga
diperkirakan semua kroni Adelin Lis ini akan bebas:

Sebelumnya Manager Camp PT Inanta Timbet Aleng
atau Lingga Tanur Jaya pada hari Kamis‘tanggal 26
April 2007 dalam Kasus kedua tentang/pengangkugan
illegal juga telah dibebaskan dalam Putusan Sela.

Pada pertimbangan yang dimuat /dalam/ Putusan,
Sela Majelis Hakim untuk kedua terdakwa menyatakan
bahwa formalitas dakwaan yang, 'dibuat Jaksa
Penuntut Umum (JPU) tidak jelasfcermat dan kabuz'-
dan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang: diuraikan
dalam dakwaan adalah bersifat administrasi-yang
sanksinya adalah denda oleh karena“itit terdakwa be-
bas demi hukum. JPUsakan melakukan-Verset/perla-
wanan hukum terhadapkedua putusan.tersebut, kare=
na Majelis Hakim terlalu awal menilai hal itu-yang su-
dah merupakan materi perkara.

Hal yang sama terjadi pada kasus pertama Aleng
atau Lingga Tanur Jaya tentang Kejahatan Kehutanan,
Tindak Pidana Korupsi dan pelanggaran terhadap KUH
Pidana beberapa bulan yang lalu. JPU telah melakukan
Verset, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara sekaligus menguatkan Putusan Sela Pengadilan
Negeri Mandailing Natal.

'B EBASNYA terdakwa Direktur Produksi PT Keang

'SUCCESS IS MY RIGHT !

Pasca Bebasnya Kaki

Kejadian bantah membantah antara ketiga institusi
penegak hukum ini bagai berbalas pantun, sebenarnya
hal ini tidak perlur terjadi. JPU tidak perlu lagi melaku-
kan perlawanan hukumt'lebih lanjut, selain tidak ada
diatur dalam KUHAP karena persidangan belum ma-
suk pemeriksaan materi perkara.

SUKSES MILIK ANDA ! MILIK SAYA ! DAN MILIK SIAPA

SAJA YANG BENAR - BENAR MENYADARI, — 4-'::‘%\ ~

)
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MENGINGINKAN DAN MEMPERJUANGKAN “4 .

DENGAN SEPENUH HATL
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Tangan Adelin Lis

Seandainya menang di tingkatkasasi, dengan me-
maksakan dakwaan tersebut diperkirakan akan me-
nyebabkan para terdakwa bebas murnis Majelis Hakim
tentu tidak mau memukul diri'sendiri dalam putusan
akhir karena pada Putusan Sela mereka telah membe-
baskan terdakwa atau dengan kata lain. Majelis Hakim

Oleh Suhandi Lubis

akan tetap mempertahankan putusannya.

Kejadian di atas menggambarkan seakan-akan tiap
institusi hanya mementingkan korps masing-masing,
demikepentingan Negara sebagai bagian dari aparatur
Negara tanpasmengabaikan hak asasi terdakwa. JPU
harus memperbaikiformalitas dakwaan sehingga per-
sidangan bisa dilanjutkan pada pemeriksaan materi
perkara. f

Untuk menghindari lemahnya dakwaan sebaiknya
dibuat dakwaan kumulatif agarjelas konsideran mana
yang didakwakan sehingga memudahkan pembuktiaan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh terdak-
wa bukan dakwaan berlapis yang lebih,sulit pembuk-
tiannyakarena materi dakwaan' bercampur antara pe-
langgaran yang satu dengan yang lain.

ILUSTRASI PENYIMPANGAN

Dalambidang Kehutanan UU No. 41 tahun 1999 ada-
lah dasarhukum dalam semua kegiatan kehutanan. Da-
lam UU ‘ini agar Kegiatan kehutanan tetap memper-
hatikan azas Hutan Lestari diatur tentang Tata Hutan,
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan, Peman-
faatan‘Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang
di implemantasikanidalam PP No. 34 tahun 2002. Untuk
menjaga kerusakan hutan dibuat aturan-aturan Perlin-
dungan-Hutan yang berisikan larangan dan sanksi
pidanayang diimplementasikan dalam PP No. 45 tahun
2004.

Sebelum penulis menguraikan pengamatannya ter-
hadap dakwaan JPU, penulis merasa perlu mengurai-
kan sebuah ilustrasi tentang terjadinya penebangan di
luar Blok RKT oleh kedua anak perusahaaan MTG di
mana dalam audit yang dilakukan oleh Irjen Departe-
men Kehutanan pada tahun 2005 menemukan adanya
penyimpangan mekanisme penetapan jatah produksi

{ JANGAN TAKUT GAGAL !
[
|

BESAR YANG MAMPU KITA ATASE !

—Kapoltabes Surakarta—
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tahunan (volume yang diizinkan) hasil hutan kayu
untuk Kabupaten Mandailing Natal.

Juga menyatakan penetapan tersebut tidak realistis
dan bersifat spekulatif karena tidak menggambarkan
potensi kayu yang ada di wilayahnya. Untuk tahun
2004 Provinsi Sumatera Utara memperoleh jatah
produksi hasil hutan kayu sebanyak 75.000 m3,
sedangkan untuk Kabupaten Mandailing Natal jatah
produksi hasil hutan kayu adalah sebagai berikut :

Nao |Perusahaan Usulan (m3) | Rekomendasi | Penetapan Dishut
Dishutkab (m3) | Propinsi {m3)
1 [PT KNDI 33164747 33.647 47
2/ |PT Inanta Timber |38.282,36 38.282.36_, 2949
Jumiah 7192983 [71.920:63 M[I5T 0

Sedangkan untuk tahun 20!
Utara mempemleh jatalh
sebanyak 73. 304 m3, b&d

No |Perusahaan Rakomendam Penetapan Dishot
Dishutkab (m3) | Propinsi (m3),
1 [PTKNDI f|328 [ 32:903,95 2347729/
2_|PT Inanta Timber |B6/28; 2407197 | A3f080.45
Jumlah : 5697592 /W] 3655774,

tanan Provinsi atas dasar usulan perUSahaan yang
telah direkomendasikan oleh Dinas Kehtitagian Kabu-
paten dalam hal pengesahan Blok! Tebangan-RKT-
UPHHK dan Pertimbangan Teknis WRKT sedangkan
bukti persetujian Pengesahan Rekapitulast Laporan
Hasil Cruishing (LHC) Blok Tebangan. Tahunan
dilakukan oleh Bupati Mandallmg Natal:

Kemudian ditemukan penyimpangarndalan penge-
luaran Dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil
Hutan (SKSHH) yang tidak-sesuai dengan ketentuan
pada Keputusan Menteri Kehuitanan No.132/Kpts-II/
2000 tentang petunjuk teknis pemberlakuan SKSHH.

FAKTA DAN DAKWAAN BERBEDA
Dari uraian hasil audit Irjen Départemen Kehutanan

tersebut apabila dikaitkan dengan pelanggaran-pe-
langgaran yang dilakukan kedua anak perusahaan MTG
sesuaidengandakwaan JPY; dapat-dilihatdenganjetas
bahwa penebangan yang dilakukan oleh kedua peru-
sahaan ini baik berada di luar blok RKT tetapi masih
dalam areal HPH/IUPHHK ataupun penebangan diluar
areal HPH/IUPHHEK, terdapat dua kemungkinan :

1. Potensi kayu yang ada dalam Blok RKT tidak sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena
aktifitas Tim Cheking Cruishing Dinas Kehutanan
Kabupaten hanya sekedar formalitas dalam melaku-
kan pengecekan terhadap kebenaran LHC atau hasil
Timber Cruishing, terbukti dengan sengaja telah
mengabaikan semua pelanggaran-pelanggaran yang
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ada dan keédua'anak pertisahaan:/Sehingga untuk
mencapai target dari jatahfproduksi tebangan
tahtinan demi keuntungan perusahaan, mereka
melakuKan penebangan diluar blok RKT masih
dalam areal HPH/IUPHHK atatupun penebangan
dilttar areal HPH/TUPHHE a/kemungkinan ini
terjadi manipulasi SKSHH terkait asal usul kayu-
kayu yang ditebang.

. Potensi kayu yang ada/dalam blok tebangan RKT
sesuai dengan'potensi sebenarnya, tetapi karena me-
mang telah terfadi kolusi antara perusahaan dengan
aparat birokrasi yang demi keuntungan bersama-
sama mereka melakukan penebangan yang melebihi
target produksi tahunan yang diberikan. Pacla ke-
mungkinan-ini akan terjadi manipulasi SKSHH un-
tuk-melengkapi dokumen pengemgkutan kayu over
produksi:

s

Pada kedua kemungkinan ini jelas-jelas kelihatan ko-
lusi antara perusahaan, aparat birokrasi Pemkab Man-
dailing Natal cq. Dinas Kehutanan Kabupaten dan apa-
rat birokarasi Dinas Kehutanan Propinsi. Penulis yang
telah mengikuti proses hukum kasus Mujur Timber
Group ini dan mempelajari aturan perundang-undang-
an bidang kehutanan mencoba mengupas materi dak-
waan JPU seperti dibawah ini :

Uraian dakwaan JPU dapat dimentahkan oleh Kuasa
Hukum terdakwa karena menguraikan penebangan di



mempersangkakan telahimelakukan perbuatan seba-
gaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999, tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebenarhya hal
ini bisa dibuat sebagai pelanggaran yang bersifat Ke-
jahatan Kehutanan sesuai yang diatur dalam pasal’50
ayat3 (e) UU No. 41 tahun1999; disebutkan setiap orang
dilarang menebang pohon atau memanen atau me=
mungut hasil hutan tanpa memilikihak atau izin dari
pejabat yang berwenang

Kemudian dalam pasal‘14‘ayat 2/(b) PP 45 tahun
2004 disebutkan bahwa pemanfaatan hitan tanpa izin
termasuk pemegang izin melakukan pemanfaatan hu=
tan melebihi target volume yang diizirkan. Jadi Pene=
bangan di luar blok RKT tetapi masih dalam areal
IUPHHK adalah penebangan yang tidak niempunyai
izin, karena dalam RKT termuat jumlah volume perie=
‘bangan yang diizinkan dalam tahun berjalan dimana
jumlah volume kayu diluar blok RKT adalah kelebihan
volume yang diberikan izin bagi pemegang izin dalam
melakukan pemanenan atau penebangan, sehingga
dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 78 ayat 5
UU No. 41 tahun 1999,

Khusus untuk PT Inanta Timber yang melakukan
penebangan diluar areal HPH/IUPHHK dapat juga di-
dakwakan telah jelas-jelas melanggar pasal 50 ayat 3
(e) UU No. 41 tahun 1999, dalam uraiannya dibuat pen-
jelasan dengan pasal 14 ayat 2 (a) PP 45 yang menya-

luar Blok RKT tetapi'masih dalam areal'TURHHK dan

takan bahwa pemanfaatan hutan tanpa izin adalah pe-
megang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar
areal yang diberikan izin dan dipersangkakan telah me-
langgar ketentuan pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun
1999.

Kemudian dalam pasal 50 ayat 2 UU No. 41 tahun
1999 disebutkan dilarang melakukan kegiatan hutan
yang menimbulkan kerusakan hutan. Dalam materi
dakwaan JPU diuraikan bahwa terdakwa sebagai kary-
awan perusahaan yang ditugaskan, tidak pernah
melakukan aturan-aturan yang termuat dalam izin
HPH /ITUPPHK, padahal aturan-aturan ini dibuat
dengan.fujuan agar pemegang izin dalam melakukan
kegiatan kehtitanan tidak menimbulkan kerusakan
hutan.

Kerusakan‘hutan yang timbul dari kegiatan
kehutanan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini
dapat dilihat disekitar areal HPH/IUPHHK, seperti
adanya sungai yang suidahikering sehingga dapat
dipersangkakan telahimelanggar pasal 78 ayat 1 UU
No. 41 tahun 1999. 4

Dakwaan tentang Tindak Pidana Korupsi seharus-
nya ficdlak perlu dibuat karepa' dalam pasal 80 ayat 1
UU ING%4l tahun 1999 disebutkan bahwa setiap per-
buatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-
undang ini\dengan tidak mengurangi sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan
Kepada penanggung jawab perbuatan ftu untuk
membayar ganti rugi'sesuai dengan tingkat kerusakan
atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk
biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau
tindakan lainyang diperlukan,

Dakwaan untuk kerugian Lingkungan Hidup se-
harusnya-audit dilakukan oleh Departemen Ling-
kungan Hidup yang mempunyai Kapasitas dan akre-
ditasi‘dalami bidang ini bukanseleh BPKP atau fihak
lain"yang tidak termasuk dalam*Departemen ini se-
hingga pembuktiannya dalam pengadilan tidak meng-
alami kesulitan. Kemudian ‘hal terakhir yang perlu
diperhatikan JPU dalam menyusun dakwaan adalah
relasi antara satu terdakwa dengan terdakwa lain da-
lam melakukan pidana‘kehutanan sehingga jelas siapa
yang menyuruh, yang disuruh dan yang mengerjakan.

Poldasu seharusnya melakukan pemberkasan baru
agar tidak terkesan melakukan tebang pilih dalam me-
netapkan tersangka. Awal pemberkasan oleh Poldasu
sangat lemah dengan tidak melibatkan Polisi Kehutan-
an, Tim Checking Cruishing, P2SKSHH, P2LHP, Mana-
ger Lapangan kedua anak perusahaan MTG dan opera-
tor Chinsaw serta pimpinan Birokrasi Bupati Mandai-
ling Natal dan Kadishut Propinsi sebagai tersangka da-
lam kasus ini, sesuai amanat UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan jo PP No. 28 tahun 1985 yang
dirubah dengan PP No. 45 tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan dan SK Menteri Kehutanan No.
126/Kpts-11/2002 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan.

Begitu juga dengan penyidikan ke tempat kejadian
perkara yang melibatkan tim ahli dari Dinas Kehutan
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_yang tidak menerapkan azas hutan lestari (IUnsus=""Penegakan Supremasi Hukum, komitmen dari aparat-

Propinsi membuat data-data pengukuran terjadinya
penebangan diluar areal HPH/IUPHHK kedua anak
perusahaan MTG dan pelanggaran-pelanggaran lain
tidak dapat diakui keobjektifitasannya. Adanya pe-
nebangan larangan dari radius tempat tertentu yang
diatur dalam pasal 50 ayat 3 (a) UU No.41 tahun 1999
juga tidak masuk dalam pemberkasan padahal dengan
kasat mata hal ini dapat dilihat di areal kedua pe-
rusahaan.

Manipulasi LHC dan Dokumen SKSHH harus di-
berkas ulang, untuk memperkuat jeratan kepada biro-
krasi yang selama ini telah memberikan kesempatan

kepada perusahaan sehingga terjadinya kerusalkan—dil

hutan dan kerugian Negara. Poldasu
mengharapkan semua fakta ya
sidangan menjadi dasar untukmne
yang diberkas sebagai saksimer
karena hal ini akan bergantung
komitmen dan keser ﬁg :
gaskan mengikuti j jal
nya Kejaksaan.
Penulis sangat ke ){
tanan yang tetk%s 0

r"yo rat yang ditu-
mgan, dan khusus-

enga 51kap Menteri K@Lu;
atervensi proses hukum fe

kait kasus Ilegal LoggingMujur Timber G,gcup’;g]ali
awal penyelidikan ole ',;;,. Yoldasu, melaluysuramya No
$.259/ Menteri Kehatanan/IV/2006 terfanggal 21 April
2006 yang stu} ukanikepada Kapoldasrg;_
menyatakan [ al;wf‘agejanggaran yang dilakuk;

PT Inanta 'I‘Lmb% n wewenang Poldasiit tapi we-
wenang Dephu urat No. 8i613/Menteri Kehu-

tanan-11/2006 ter 1l 27 Septembet, 2006 yang ditu=
jukan kepada/Kuasa Hukum Mujut Timber Group atas
jawaban konfir; tertulisnya yang menyatakan
Penebangan diluar Blok RKT tetapi masih-dalanyareal

IUPHHK adalah pelanggaran yang bersifat admirmistrasi
yang sanksinya adalah denda didasarkan kepada pasal
86 dan 91 PP No: 34 tahun 2002. :
Kedua surat ini,dipakai oleh Kuasa Hukim Mutjur
Timber Group sebagai bukti dalam eksepsinya untuk
memperkuat bantahan terhadap dakwaan JPU dan di-
pakai oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam
mengambil putusan. Menteri Kehutanan dan Majelis
Hakim mengartikan izin [UPHHK sebagai legalitas
perusahaan untuk melakukankegiatan pemanfaatan
hutan dalam luas areal yang diberikan, walaupun pada
kenyataannya perusahaan melakukan“penebangan

tainable forest management).

Padahal dalam PP No. 45 tahun 2004 yang merupa-
kan perubahan PP No.28 tahun 1985 tentang Perlin-
dungan Hutan jelas diuraikan tentang pemanfaaatan
hutan tanpa izin oleh pemegang izin. Jadi izin HPH/
IUPHHK bukan merupakan izin pemanfaatan hutan
dalam tahun berjalan, tetapi izin pemanfaatan hutan
dalam tahun berjalan adalah Rencana Karya Tahunan
(RKT) yang didalamnya termuat Laporan Hasil
Cruishing (LHC). Dari Kedua surat Menteri Kehutanan
tercermin bahwa pernyataannya membela perusaha-

k O1en

0l n. aA.
seberapa besar

/\ aparat Birokrasi secat

an MTG dan tidak mencerminkan komitmen Penegakan
Supremasi Hukum.

IZIN DICABUT

Departemen Kehutanan yang berada dibawah pim-
pinan Menteri Kehutanan selama ini tidak mengambil
upaya dan tindakan yang maksimal baik teguran, peng-
enaan sanksi maupun pencabutan izin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelanggaran-
pelanggaran ini tidak terjadi selama bertahun-tahun
sehingga kerusakan hutan dan potensi kerugian Negara
dapat dicegah. Dari pelanggaran-pelanggaran yang
kedua anak perusahaan Mujur Timber Group
nya izin yang dimiliki dicabut oleh

kuatnya duga ‘
langgaran ini adalah b

lusi antara oknum-oknum
tal dari Pemerintahan Ka-
apai\aparat Departemen

r Timber Group.

) G]E)up dalam usaha

perkayuanPemegang izin [I H/IUPHHK baru pertama
?ﬁy%ﬁ nesia. Peradila 5 u": ini yang nantinya

buﬁaten Mandailing N
utanan dengan pert

jun terdakwa ak; 1 menimbulkan
pre o én bu ‘Eagl proses h elanjutnya terkait
kas emfpa rodensia v’\ pta sehingga para

pemegang iz akan melakukan kegiatan kehutanan
tanpa)takut/akan jeratan hukum sehingga laju defo-
restrasi di Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan
sangat ‘membahiayakan kelestarian alam sebagai
penun]an,g kehidupan rakyat Indonesia.

Pada-awalnya dunia Internasional mmemberikan do-
rongan terkait terungkapnya indikasi kejahatan ke-
hutanan oleh Mujur Timber Group ini, tetapi jika pada
akhlmny-a semua pelaku dibebaskan oleh Pengadilan
Negeri Mandailing Natal; harkat/dan martabat Bangsa
dipertaruhkan, terong-rongnya wibawa pemerintah-
an SBY dan bertambahnya image negatif masyarakat
terhadap komitnen Penegakan Supremasi Hukum dari
aparat-aparat penegak hukum yang selalu memihak
kepada selera penguasa, kebenaran dan keadilan belum
berpihak kepada masyarakat.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa dalam

aparatnya yang paling menentukan. Semua perma-
salahan bisa diselesaikan secara hukum sesuai ke-
inginan Aparat Penegak Hukum, kepentingan terdakwa

atau penuntut ?
EE

* Penulis adalah Koordinator FMPPH - Forum Ma-
syarakat Peduli Penegakan Hukum - Mandailing Na-
tal yang mengikuti, mengawal dan mengamati proses
hukum kasus Mujur Timber Group, sekaligus Sekretaris
Daerah DPD LIRa Mandailing Natal).
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g logging di Kabiipaten-Ma
# . dailing Natal (Madina) Sumatera
w8 Utara (Sumut) dengan tersangka
Adelin Lis Cs:merupakan sebuah prestasi tak
ternilai sekaligus peristiwa bersejarah bagi dunia
kepolisian. Sebab, inilah kali pertama sebuah kasus
illegal logging naik ke meja hijau.

Seyogyanya, keberhasilan polisi ini diikuti oleh aparat
hukum lainnya. Namun sayang, dalam persidangan di Peng-
adilan Negeri Madina, Sumut, tim jaksa “gagal” menjebloskan

para terdakwa ke terali besi. Apa yang salah? Berikiik laporan Ja-
gratara yang mengikuti persidangan di Madina April lalu.

*F F F



BAGAIMANA

'R
ETELAH ase Camp"
PT Muju Lingga

Tanurjaya alias Al
Produksi dan Pe
Keang Nam Deyelop
(PT KNDI) Ir\Wa
bebas melalui p
dilan Negeri Mandaﬂm’g Natal, kini
giliran Adelin Lis dlperklrakan
akan melenggang bebas,

Pengusaha raksasa ‘kayu Adelin
Lis yang kini masih mendekam di
tahanan Kejaksaan Negeri(Kejari)
Sumut itu akan kembali menghirup
udara kebebasan setelah Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Su-
mut) memastikan tidak akan meng-

DENGAN

&

20l/51/

. dan fakta 7ang . diserahkan pemyis(,
dik Poldasty dianggap sudah men-

kung, pasal-pasaliapa yang dibuat
penyidik séE’e"l'i%lrﬁYé"blsa saja di-
kurangl valiknya, kita juga bisa
me' } N pas‘:ﬂ“ jika teriyata kita

k ketqﬁgngan yang\r‘%}éng-

“Jika ada alat Ekti yang mendu-

y "ma . gp kata*Humas K i&aﬁ_Sumﬁt

'Ke‘ta@*l ﬁ‘epada }'ag fsa; Sél
en&mt Ketaren, semmlahbuk

\‘“"

eukupiuntuk dijadikan sebagai alat
penguat-dakwaan jaksa dipersi-
dangan. MESkl demikian Ketaren
ber]a:r}]]y aknya akan tetap-beru-
gaha lebih teliti.dan-berhati-hati
dalam ‘membiiat' dakivaan' Adelin.
“Saat ini dakwaannya masih te-
rus dalam koreksi jaksa. Jaksa ha-
rus teliti membuat dakwaan. Ma=
salahnya, senjata utama jaksa da-
lam persidangan adalah pembulk-
tian. Soal'kapan disidangkan, saya
belum tahu pasti karena bukan sa-
ya.yang bekerja,” kata Ketaren.
Sebelumnya, penyidikdari Kepo-

PENASEHAT HIRLIR

Rp202 miliar itd justru melenggang
bebas. Ma]e1i§ hakim Pengadilan
Negeri Madina membebaskan para
kroni-kroni Adelin Lis itu melalui
putusan sela.

Dilain.pihak;, Asisten Pidana
Khusus Kejati Sumut, Palty Siman-
juntak Ketika dihubungi memasti-
kan, dalam bulan ini pihaknya akan
menyerahkan berkas dakwaan
Adelin Iis ke Pengadilan Negeri
(PN) Medan untuk disidangkan.
Namun, soal kapan Adelin Lis
disidangkan Palty sendiri mengaku
belum tahu pastinya.

"Saya belum bisa pastikan kapan

|

l

ubah sejumlah pasal yang dikena-
kan penyidik atas kasus pembala-
kan liar di Mandailing Natal (Ma-
dina).

Kendati para pelaku ilegal log-
ging itu bebas karena dakwaan di-
nyatakan kabur, pihak Kejari Su-
mut tetap bersikeras akan mendak-
wa buronan kakap Adelin Lis ber-
dasarkan pasal-pasal yang dikena-
kan pihak kepolisian sesuai berita
acara pemeriksaan (BAP).

f1stan Daerah (I"olda) Sumut men-
jerat Direktur PT KNDI dengan Pa-
sal 2 ayat 1 dan Pasal 13 UU No 31/
1999 junto UU No 20/2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 50 ayat 2 huruf
e, f dan h junto Pasal 78 ayat 1,5 dan
7 UU No 41/1999 tentang Kehutan-
an, dengan ancaman seumur hidup.

Namun sesuai fakta yang terjadi,
para pelaku ilegal logging yang telah
merugikan keuangan negara sekitar
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akan disidangkan. Yang jelas, akan
segera kita limpahkan. Tenang saja-
lah, tidak ada masalah karena dia
(Adelin-red) masih ditahan,” kata
Palty.

Adelin Menyusul

TERLEPAS dari kegigihan tim pe-
nyidik Poldasu dalam upaya men-
jerat Adelin Lis Cs terdakwa dalam




kebebasan para fere
logging itu akibat ad
inan” dalam proses persidangan.
Namun, spekulasi, téntang ada-
nya “mafia peradilan’ 'disPenga-
dilan Negeri Mandailing Nataltu

dibantah langsung oleh pihak Péng=

adilan Tinggi (PT) Sumut. Pihak
Pengadilan Tinggi Sumut juga me=
negaskan bahwa tidak ada yang
salah dalam putusan sela yang di-
keluarkan majelis hakim PN
Madina.

Bahkan, pihak PN Tinggi Sumut _jelas.

memastikan jika dakwaan jaksa tak
berubah, besar kemungkinan ter-
sangka utama, Adelin Lis juga akan
bebas lewat putusan sela jika nanti
disidangkan di Pengadilan negeri
Medan.

“Tidak ada yang salah apalagi
ada permainan dalam putusan sela
majelis hakim Pengadilan Negeri
(PN) Mandailing Natal. Keputusan
membebaskan terdakwa betul-be-

Aspar juga mneyesalkan adanya
anggapan bahwa vonis bebas bagi
terdakwa ilegal logging di Madina
itu seolah-olah karena kesalahan
pengadilan. Padahal, para pelaku
pembalakan, liar ita bebas bukan
Karena pengadilan, tetapi lebih
karena“dakwaan jaksa dinilai tidak
Nama Adelin Lis, tiba-tiba mun-
cul dan populer setelah sebuah Tim
Operasi Hutan Lestari (OHL) I-2006
yang diprakarsai Polda Sumut
mengamankan sebuah tug boat
Mutim VII bermuatan 850 batang
kayu bulat di perairan Pulau Pon-
can, Ketek, Kecamatan Tapian Nauli,
Tapanuli Tengah 31 januari 2006.
Tug Boat milik TUHHL PT Kaeng
Nam Development Indonesia

(KNDI)_yang dinahkodai Josne
Purba tertangkap basah tanpa do-
kumen SKSHH tersebut ditujukan
pada PT MujurTimber milik Adelin
Lis di Sibolga, Tapanuli Tengah.
Kala kasus tersebut mencuat, si
raja kayu Adelin Lis bersama dua
adik kandungnya melarikan diri ke
negeri asalnya China. Namun ber-
kat kerja sama intelijen dengan
KBRI di China, buronan kakap Ade-
lin Lis kemudian berhasil ditang-
kap oleh Jaksa Agung Muda Inteli-
Jen Kejaksaan Agung (Jamintel Ke-

e, J38UNg) di Beijing, China pada 7

‘Septémber 2006.

A N\

Surat/M$ Kahan Bak
Fa .-‘t,.—-u}' _ll.l h | 1 ll

TAK pelak’ igkapnya burnan
kakap sekaligts otak, pembalakan
liar di Mand h} dtal itu men-

dapat pujianhdari Presiden Susilo
Bambang Yudoyeno\dan Menteri
Kehutanan MS Kaban. Kaban bah-
kan berjaniji akanmeneabut ijin Hak
Pengusahaan [Hutan (HPH) milik
Adelin Lis se peng:

Kaban juga meminta' aparat ke-
polisian Poldasu agar mengusut
tuntas kemungkinan /adanya ok-
num pejabatrdi Kabupaten Madina
dan di Jakarta¥imem-backup aksi
Adelindis;

Irenisnyay seiring dengan waktu
secara tak terduga MS Kaban meng-
irim‘surat kepada Kapolda Sumut
yang kala it dijabat Irjen Bambang
Hetidarso'Danuri untuk menyikapi
penanganan perkara illegal logging
PT Mujur Timber Grup, milik
Adelin Lis.

Dalam suratnya, Kaban menye-
but bahwa PT Inanta Timber dan
PTKNDImemiliki HPH, karenanya
apa yang dilakukan Adelin Lis ha-
nya sebuah pelanggaran adminis-
trasi. Surat yang sama juga diteri-
ma oleh tim kuasa hukum Adelin
Lis.

Konyolnya, perjalanan penyidik
Poldasu dalam upaya menjerat
Adelin Cs sejak itu justru mulai ter-
seok-seok. Pasalnya, tim kuasa hu-
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kum Adelin Cs menggunakan surat
MS Kaban itu sebagai “alat” untuk
membebaskan para terdakwa Ling-
ga Tanurjaya alias Aleng, Ir Wa-
shington Pane dan kroni-kroni
Adelin lainnya dari dakwaan tim
jaksa.

Pada dua persidangan sebelum-
nya, kuasa hukum Washington Pa-
ne dan Lingga Tanurdjaja alias
Aleng dalam eksepsinya mengutip
surat Menteri Kehutanan MS Ka-
ban No. S. 613/Menhut-1I/2006 tang-
gal 27 September 2006, dalam men-

jawab surat Hotman Paris yang
menjadi pertimbangan Putdsan'

Sela PN Madina No.69/PID:B/2006/
PN-MDL. y o
Di hadapan ketua méjelis

Pengadilan Negeri Mandailin;
tal Afrizal dan hakim‘angg
Rindam, kuasa hukum Washing-
ton Pane, Almasyah Hamdani,
Hendry Malatu dan, Harmuzan
membacakan surat eksepsi setebal
16 halaman secara ‘bergantian.
Dalam eksepsinya,ipara kuasa

hukum terdakwa menyatakan;

keberatan atas dakwaan jaksa
penuntut umum (]PU)

Hal yang sama juga disampaikan
kuasa hukum terdakwea Lingga Ta-
nurdjaja alias\Aleng yang juga ko-
ordinator kuasa hukum Adelin Lis
Cs, Sakti hasibuan. Sakti.menilai,
surat dakwaan yang dibacakan JPU
pada 1 Maret 2007 lalu itu tidak cer-
mat, tidak jelas dan tidak lengkap
mengenai tindak pidana yang di-
dakwakan. Mereka juga menyata-
kan dakwaan JPU secara nyata
telah melanggar azas legalitas.

Bukan itu saja, di hadapanumeje-
lis hakim, kuasa hukum terdakwa
bahkan menyatakan bahwa penyu-
sunan dakwaan jaksa di dalam tiga
dakwaan-disusun sangat serupa te-
tapi tidak sepenuhnya sama. Bah-
kan mereka menilai dakwaan JPU
disusun hanya menggunakan teh-
nik “copy paste” dalam uraian tiga
dakwaan yang disusun secara sub-
sideritas dan komulatif.

Dipersidangan, masing-masing
kuasa hukum para terdakwa juga
berdalih bahwa dakwaan tidak cer-
mat dan melanggar azas legalitas
karena perbuatan-perbuatan yang

didakwakan bukan sebagai perbu-
atan atau pelanggaran yang dibe-
rikan oleh peraturan perundang-
undangan, melainkan hanya dike-
nakan sanksi administratif dan
pengenaan denda.

Mereka menilai, perbuatan para
terdakwa bukan termasuk dalam
kompotensi peradilan pidana, akan
tetapi masih dalam ruang lingkup
kewenangan departemen kehutan-
an. JPU hanya mendakwakan per-
buata,m—perbtm’fén S?ang t,u._iak di-

adﬁﬁ"s’ankm pldana Kalau keﬁgadak i
‘Waan itu yang diajukan saya pas-
tikan semua terdakwa akan bebas
pada tahap proseés sidang putusan
sela. Sekarang. tmggalkasus Adelin
Lis yang kamistangani,” kata koor-
dinator-kuasa hukum Adelin Cs,
Sakti'Hasibuan kqgada Jagratara.
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Pukulan Bagi
Kepolisian

PUTUSAN itu mau tidak mau juga
memunculkan kecaman keras
sekaligus sebuah “pukulan telak”
bagi aparat kepolisian yang telah
bekerja keras melakukan pene-
gakan hukum terhadap para pem-
balak liar. Reaksi itu tentu tidak
berlebihan karena kasus Adelin Lis
Cs merupakan sebuah keberhasilan
bagi pihak kepolisian, dimana kasus
ilegal logging baru kali pertama
mampu diproses polisi hingga ke
pengadilan.

Reaksi keras pertama kali mun-
cul dari, Direktur Reserse Kriminal
Poldasu Kombes Pol Drs Ronny F

Ma]ehs‘ Ha]am Pengadilan Negeri
Madina akhirnya membebaskan se-
mua terdakwa.“Kecewa pasti, tapi
kita mau g1mana lagi?” kata Ronny.




Tentu sangatlah tidak berlebihan
apabila Ronny F Sompie kecewa
berat atas putusan itu. Pasalnya,
aparat kepolisian yang dipimpin-
nya itu sudah mati-matian bekerja
keras menjalankan lima prioritas
Kapolri Jendral Susanto, di anta-
ranya membasmi illegal trade se-
perti diamanatkan Inpres percepat-
an pemberantasan illegal logging
kala di daulat menjabat Kapolri.

“Kasus ini perlu ditinjau ulang
karena kasus dengan modus ope-
randi illegal logging dan peram-
bahan hutan di Indonesia baru kali
ini diproses kepolisian dan maju ke’
sidang pengadilan. Kasus ini jiigas
bisa menjadi jurisprudensi‘yang
memberikan efek jera (détterent

effect) kepada pemilik HPH'

tegas Kombes Pol Ronny: Sompie.
Jauh sebelumnya, Ronn;
menyesalkan surat 7"" r

kan ke Poldasu dan tim kuasa hu-
kum Adelin Lis Cs itu. Ronny bah-
kan jauh hari sudah memperkira-
kan bahwa surat itu akan menjadi
polemik yang pada akhirnya surat
MS Kaban itu justru bumerang bagi

aparat penyidik dan kejaksaan.
“Surat Menhut seperti dugaan
kita, kini menjadi polemik dalam
pemberantasan illegal logging. Aki-
bat surat itu, para terdakwa telah
dibebaskan,” kata Direktur Reserse
Polda Sumut-Ronmny F*Sompie me-
G i S|y ey —

nangeapi pu A5
K ugm:? kar

Tiga Pasal

SEBAGAIMANA-dijelagkan sebe-
lumnya, pihak kepolisian Roldasu
menjerat/Adelin Lis C3 berdasarkan

tempan'diatas. Timh penyidik kemii-

dian melakukan penyidikan di areall

IUPHHK PEKNDL.di Kecamatan

Muara Batang\Gadis, Kabupaten!

Mandailing natal (Madina);'Pro-
pitisi Sumatera Utara.’, 4 11
Dalam upaya menjerat si raja ka-
yu Adelin Lis dan kroni-kreninya
Poldasu juga tidak sendirian: Sejtim=
lah ahli-jtga’dilibatkan dalam! pen-
dicikan Lasus llegal 0gging i Maci
naitt. Setelah pengukuran dilakukan

oleh ahli dari BPKH.lewaf GPS (Glo-

Dbal Posisition System ), selama peri-

‘ode 2000-2005 ditemukan titik koor-
dinat,tempat penebangan berada
diluar RKT/.Blok Tebang 2000-2005.

Tim, penyidik yang kala itu di-
komandoi Kapolda “Sumut Irjen Pol
Bambang Hendarso Danuri yang kini
menjabat-sebagai Kabareskrim Polri
terhadap kegiatan sistem TPTL Dari
sanalah ditemukan bahwa telah
terjadi praktek illegal logging dalam
[UPHHK PT KNDI yang berlangsung
sejak tahun 2000 s/d 2005.

Polisi juga menemukan bahwa
PT KNDI telah melanggar Peratur-
an Pemerintah (PP) RI. No. 34 Tahun
2002, tentang Tata Hutan dan Pe-
nyusunan Rencana Pengolahan Hu-
tan, Pemanfaatan Hutan dan Peng-

gunaan Kawasan Hutan pasal 47
ayat (7) huruf b yang berbunyi, ker-
ja sama usaha pada segmen kegiat-
an pemanfaatan Hasil Hutan, dalam
bentuk kegiatan antara lain, dalam
bentuk kegiatan penataan areal
kerja, Batas Blok dan Batas Petak
Kerja, kegiatan pembukaan wila-
yah hutan, penebangan atau pema-
nenan hasil hutan, penyiapan la-
han, perapihan, investarisasi po-
tensi hasil hutan, pengadaan Benih
dan Bibit, penanamam dan penga-
daan, pembebasan, pengangkutan,
engolahan hasil hutan, pemasaran

‘hasil hutan dan kegiatan pendu-

Kungaimya.
£ PTKNDIbahkan telah melanggar
sanpDivjen Pengusaha Hu-

J51/Kpts /TV-BPHH /1993,
Tanggalf19"Oktober 1993 Tentang
Petunijuk Teknis Tebang Pilih Tanam
Indonesiay da hutan darat-
an pada p tehnis Penataan
Areal Kerjal ada huruf A
“pengertian berbunyi Pe-

PAK ) adalah
ujuan untuk
k a tahunan dan
petak kerja guna perencanaan, pe-
laksanaan, pemantauan kegiatan
unit pengelola hutan.

Berdasarkan data-data tersebut,
Adelin Lis dijerat dengan tiga pasal,
yaitu tindak'pidana korupsi, kare-
na mengetjakan dan/atau mendu-
duki kawasan hutan secara tidak sah
atl merambah' kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam
rumusan pasal 60 ayat (2) dan (3)
hurufe dan fyang diancam pidana
dalam pasal’78 ayat (1) dan ayat (5)
danayat(7), dari UU RIno. 41 tahun
1999.tentang kehutanan, jo pasal 55,
dan pasal 64 KUHP pidana.

Pasal kedua, tindak pidana ling-
kungan-hidup,sebagaimana-dimalk-
sud dalam pasal 41 ayat (1) dari UU
RI No. 23 tahun 1997 tentang peng-
elolaan lingkungan hidup.

Sedang yang ketiga, Adelin Lis
juga dikenakan pasal tindak pidana
pencucian uang dengan ancaman
pidana sesuai dalam pasal 3 dari
UU RI No. 15 tahun 2002 yang di-
ubah dengan UU RI No. 25 tahun
2003 tentang tindak pidana pencu-
rian uang. ***
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Laporan Utama:

Ronny F Sompie :

Ada Pasal Dicoret

EBASNYA Manajer Base
Camp PT Mujur Timber,
Lingga Tanurjaya alias
Aleng dan Direktur Produksi dan
Perencanaan PT Keang Nam Deve-
lopment Indonesia (PT KINDI) Ir Wa
shington Pane bebas melalui put
an sela Pengadilan Negeri M
ling Natal, ibarat “pil pah
jajaran Polda Sumut.
Di tengah-tengah pe
tuk memenangka

pembalakan liar ya
ke kubu Adelig(ki

akibat

terdakwa illeg

adanya “mafia/per: gan” di
Pengadilan abungan,
Mandailing

Sebuah su
mengatakan!
nya dua terdak
an liar itu sud

-

bungannya dengan tidak adanya
koordinasi antara kepolisian de-
ngan jaksa di Kejaksaan Tinggi Su-
matera Ut sudah ada

Medan, maka kax'ﬁu tidak koordinasi
dengan keﬁ‘l@aan Canyabungan,”

Sophie.
ej'ﬁkdm 1&% a se-

I‘sebelumny d1-
ada (t"erdak a'di€o-

gsaan Negerl Panyabungan. Dazi
sanalah masalah muncul. “Berkas®,
kami serahkan ke kejaksaan Tinggi

terhadap undang-undang kehutan-
an,” jelas Ronny seraya menambah-

kan penyidik telah memasukkan

pasal tersebut melalui sebuah ana-
lisis yuridis, lengkap dengan bukti
yang ditemukan di lapangan.
“Mengapa pasal ini tidak dimasuk-
kan itulah yang membuat kami ber-
tanya-tanya. Seharusnya jika ada
pasal yang dihapur harus ada pen-
jelasannya ke kami ,” kata Ronny
Ronny juga melihat adanya pa-
sal-pasal lemah yang justru men-
jadi alat kemenangan di pihak ter-
kwa. “Itulah yang dibilang ha-
im\bahwa dakwaan jaksa lemah
cermat,” tandas Ronny.
terlepas dari kekalahan
ti'dikatakan Ronny, seyog-
jaran kepolisian Polda
\F@ﬂu berbangga diri.
anapun inilah kasus
: \modus operandi
perambahan hu-
pertama yang
gadilan. Kasus
rudensi mem-
. atau detterent

berhasﬂ i
ja

FOTO:IST

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Nurudin Usman (kanan) didampingi Direskrim Poldasu, Kombes Pol
Drs Ronny F Sompie hadir dalam persidangan Lingga Tanurjaya di PN Madina, Sumut.
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(Madina) Lingga Tanu Ja
Pane, serta kroni-kroni/Ade
menorehkan luka yang p
rakyat Madina, tetapi ju ke
Muis Pulungan, Suhandi Lubis

Ketiganya adalah ora
mengaku pedulidan ikut berjuang sejak aw
agar kasus praktek illegal logging yang dilaku-
kan oleh group PT Timber dimejahijatikan.
“Keputusan itu sangat melukai perasaan
rakyat," ucapnya pelan.

Tanpa lelah, bekerja siang malam, ‘ikut
mengumpulkan fakta bersama LSM yang
peduli lingkungan, membedah kasus, serta
membuka mata masyarakat bahwa telah
terjadi apa yang disebut “pencurian besar-

harusibera
Selama masih ada k
juang. S 111 1Y T ey
‘Maka atas nama perjuangan pula, me-
nyusul kemenangan bagi kubu Adefin Lis de-
ngan dibsbaskannya terdakwa Lingga Tanur-
jayaWashington Pane, danterdakwalainnya,
mereka.akan ke Jakarta-dalam rangka me-
minta dukungan dari instansiinstansi yang di-
anggap punya kompetensi kuat untuk mem-
pengaruhi hukum di Mandailing Natal. “Kroni
Adelinlolos boleh lolos, tapi tidak untuk Adelin

Lis, dalang, otak, sekaligus teroris hutan,” tegas

Muis Pulungan.

‘Dalam lawatannya ke Jakarta ke depan,
Muis_bersama.tim akan menghadap ke
Mahkamah Agung. Kabareskrim dan Menteri
Kehutanan unfukmeminta penjelasaridan du-

mulaitingkat kabupaten, propinsi dan pusat
bahkan ke Istana Negara sehingga mendapat
penghargaan dan ucapan terima kasih dari
Presiden Republik Indonesia melalui staf
khusus biro Hukum,

Namun ironisnya tak satu pun dari seluruh
pengaduan yang dilengkapi dengan bukti ber-
ujung ke pengadilan, malahan dia mendapat
hukuman 4 bulan penjara karena mendesak
pengusutan koruptor ke Kejaksaan Madina
pada waktu terjadi unjuk rasa 23 juni 2006
dengan dalih melakukan perbuatan tidak me-
nyenangkan sesuai pasal 335 ayat 1
KUHPidana.

«. Setelah keluar dari penjara sosok ini

‘"nlangsung bergabung dengan rekan-rekan
- aklivis uniuk melakukan pengawalan pene-

N hukummelalui 15 kali demonstrasi dan
E?ﬁ“gm?agan sikap atas persidangan
llegalilegding yang melibatkan ter-

Lisidan kroni-kroninya.

mangat Muisimakin membara kefika

bertemu'dengamAndi dan Amni, dua anak

muda yang'juga ferpanggil menekuni dunia

akiivis. Andi adalah fulusan,diploma Tehnik

o

Mesin UniversitasiGajah Mada tahun 2000.
Gejolak yang adadimasyarakat sudah dide-
ngamya sejak Kabuipaten Madina dimekarkan
dari kabupaten induk Tapanuli Selatan.

‘Mulai ikut berp i dalam mengaspi-
rasikan keinginan masyarakat pada Pilkada
tahun 2005. Namanya mulai muncul di bari-
san akiivis setelah ikuf berdemonstrasi di kantor
kejaksaan, bertepa ngan dilimpahkan-
nya perkara Mujurtimber Group ke Pengadilan
Negeri Madina oleh Kejati Sumut.

Sosok ini dengan gigih mempelajari semua
peraturan-peraturan perundangan yang ada
dalam bidang kehutanan dan melakukan aksi
unjuk rasa dengan kemampuan seadanya.
Bersama rekan-rekannya, dia membedah se-
mua‘kasus yang add dan menuangkannya
dalam pemyataan sikap yang dibagikan pada
saatterjadidemonstrasi selama proses persi-
dangan perkara kedua anak perusahaan
MTG. Karena merasa kecewa dengan minim-
nya pemberitaan maupun publikasi terhadap
permasalahan-permasalahan yang ada diKa-

bupaten Madina. dia pun memuiuskanjadijur=

dirhutar Mandaifing Nawardengan
beragam cara. Dia antaranya mempublika-
sikan lewat media yang mereka miliki dan
melakukan aksi demo. Mereka juga melaku-
kan pengawalan seluruh proses persidangan
di Pengadilan Negeri Madina dengan demon-
strasi sebanyak 15 kali, sebagai bentuk per-
nyataan sikap.

Tak peduli lelah fisik, apalagi “kelelahan”
dalam segi materi karena yang utama adalah
berjuang demi menegakkan supremasi hu-
kum. Bahwa kemudian kalah, itu sebuah akhir

kungan. "Diterima atau tidak yang penting usa-
ha," ujar Suhandi atau akrab dipanggil bang
Andi.

Muis mulai berbeda pendapat dengan
Pemerintah Madina sejak Desember 2002,
akibat kecurangan penerimaan CPNS yang
tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
Seterusnya kecurangan Pilkada tahun 2004
serta terungkapnya indikasi KKN Bupati Kab.
Madina.

Sosok ini telah melakukan pengaduan-
pengaduan ke instansi aparat penegak hukum

nalis dan sekarang sebagai Kabiro Ca- 3

krawala.

Sedangkan Ami, menekuni dunia warta-
wan yang didapatnya secara “otodidak” sejak
tahun 2005 dan mengaku mengalami banyak
tantangan di lapangan. Sehari-hari menge-
nakan busana muslim, gadis bertubuh mungil
ini mengaku cinta keadilan dan selalu siap
mengkritik pemerintah demi terselenggaranya
sebuah pemerintahan yang bebas dan bersih
dari KKN( korupsi, kolusi dan nepotisme).

* & %
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ILLEGAL LOGGING

Perang Yang Tak Pernah Usai

Senyuman bisa menjadi sejuta
makna dan senyuman hisa
menjawab semua tanya. ltulah
yang saat ini tengah dilakukan
orang pertama di Polri dalam
mensikapi semua pertanyaan.

dihentikannya operasi pem' rar
dap perambahan hutanydija Kgpq iJen-
deral Pol Sutanto. Seper‘tffblasaw}(’" polri Su-

memang lebih suka f
Kabar terbaru._f :

Viabes Polri tentané
] an liar adalah dige-
larnya Operasi W.

kapnya 14 tersangka umlah itu, dua di
antaranya adalah

Kapolri juga mer k'eyakman empat
orang Warga NegaraASIngf(WNA) yang didu-

ga sebagai cukong dalam pembalakan liar di
Kalimantan bersama 14 tersangka lainnya
yang masih dalam pengejaran, akan segera
fertangkap. ¥

Bukan hanya itu;, tudingan keterlibatan
anggota Polri sebagaibacking dalamillegal
logging ini, juga langsung mendapat tang-
gapan dari orang pertama dikorp berseragam
coklat-coklat ini.

Sebagai perpanjangan tangan Kapolri,
Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam)
Polri langsung melakukan pemeriksaan
hingga ke Polda dan Polres.

Awalnya, sikap tegas Kapalri ini dicibir
mempertanyakan, apakah Sutanto mampu
melakukan perang terhadap perambah hutan
yang telah kronis ini?

Jawaban Sutanto atas berbagai pertanya-
an itu, kembali sebuah senyuman dan sebuah
tekat menyatakan perang terhadap illegal log-
ging. Kini, semua kalangan mendukung
langkah Polri. (Tentunya, kecuali para cukong
dan pelaku perambahnya).

Sikap tegas yang dilakukan Apekda Go-
rontalo, yaitu melaporkan salah satu anggo-

tanya ke pihak Kepolisian, karena diduga ter-
kaitdengankasus hilangnya 122 kayu, yang
mertpakan hasil sitaan oleh petugas Dinas
Kehutanan. 8 '

Berdasarkan:hasil-investigasi yang dila-
kukan'oleh:sejumlah: pengurus Apekda, di-
peroleh informasi-bahwa salah satu pengu-
saha kayu itu, telah membeli ratusan kayu si-
taan tersebut dari oknum petugas kehutanan.

_Perang terhadap illegal logging, sebenar-
nya tidak bisa hanya ‘menembak’ pelaku dan
para cukongnya. Tetapi Polri juga telah me-
mikirkan langkah-langkah lain yang dinilai lebih
bisamenyeniuh ke lapisan masyarakat, namun
tidak sampa| merugikan masyarakat:

meter kubik per.tahun.

Menurut dia, tingginya permintaan pasar
di luar negeri untuk menampung kayu hasil
ilegal loging dan besamya keuntungan yang
diperoleh'dari penjualan juga jadi pendorong
melakukan bisnis ftu.

“Karena kegiatan tersebut tanpa melalui
proses perizinan dan tidak terkena pajak mem-
buat penghasilan mereka semakin besar,”
katanya.

la' menambahkan, faktor lainnya adalah
kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang
finggal di sekitar hutan masih miskin, ekses
kurang tepatnya kebijakan masa lalu dan
lemahnya penegakan hukum

AhliMenteri-Kehu-—“Banyaknya.

tanan Bngjen Pol (Purn) Suhario, dalam Ra-
pat Koordinasi Antar Polda Wilayah Sumatera
Bagian Utara (Sumbagut) di Medan, belum
lama ini, setidaknya ada enam fakior yang
menyebabkan maraknya illegal loging di
berbagai wilayah di Indonesia antara lain
adalah kesenjangan kebutuhan dan perse-
diaan kayu nasional.

lamengatakan, kebutuhan terhadap kayu
sekitar 63,48 juta meter kubik sedangkan pro-
duksi kayu nasional hanya sekitar 22,8 juta

64 JAGRATARA wmEDISI XXVII / JUNI 2007

terjaring hukum dan ringannya hukuman yang
diterima pelaku yang tidak sesuai dengan ke-
rusakan yang diakibatkan menyebabkan
hilangnya rasa takut untuk menggeluti bisnis
itu," katanya.

OPERASI TERUS DILAKUKAN

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol
Makbul Padmanagara mengungkapkan,
semua kasus illegal logging bisa tuntas pada
tahun 2006 dan tahun 2007.



‘Namun kami menyadari, masih ada
beberapa kasus yang belum tertangani. Ini
akan terus kami selesaikan. Kami tidak akan
pemah berhenti memeranginya,” katanya.

Desakan agar Polri tidak menghentikan
operasiillegal logging, disampaikan langsung
President The Forum Socialization For Indo-
nesian, Chris Retraubun. Menurutnya, kayu
Indonesia memiliki nilai jual yang sangat tinggi.
Jika ini ditinggalkan aparat kepolisian, perma-
inan kayu akan kembali terjadi.

*Kita mendesak agar Polri tidak begitu saja
meninggalkan operasi illegal logging. Tetapi
operasi harus terus dijalankan.' katanya.

Desakan serupa, juga dikemukakan Ketua
Forum Komunikasi dan Kajian Strategi Keta-

hanan Nasional (Fokuss Tannas) Wilaya ,h*Su-

matera Selatan (Sumsel), AR Nizar. nu Ut
nya, masih banyak kasus-kasus illegal jo logg
di daerah yang belum tuntas d|se esaikan.

dulu sering dilakukan para cﬁk Vg atau pe
yang terlibatakan kembalf gl‘g"« Katar ya
Karena itu, lanjutnya, Pel h rﬂs)\ﬁeram
melihatlebih jauh lagi, kese[amatan‘ ng
ini tergantung operasl yang dilak
palisian,
Fokuss Tannas SumseIJ
polri untuk memantau penye
kasus illegal logging yang:
Sumsel. Apakah memangsi
tuntas atau belum. “Kami khawatir ada yang
tidak tersentuh atau sengaja tidak disentuh
aparat kepolisian,” katanyav g

Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu
Badan Reserse dan Kriminal (Tipiter Bares-
krim) Polri Kombes Pol Hadiatmoko, meng-
ungkapkan, operasi pemberantasan pemba-
lakan liar terus dilakukan dan kita juga terus
melakukan pengejaran terhadap para ter-
sangka.

Saatini, lanjutnya, Bareskrim Polri bersama
Polda-Polda di Kalimantan telah melakukan
penangkapan pelaku pembalakan liar dalam
Operasi Wanalaga 2007. Dalam opersi ini, 14
tersangka diamankan dan dua di antaranya
cukong.

Dari Balikpapan diinformasikan, tim Divisi
Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri
segera menyelidiki dugaan keterlibatan
mantan Kapolres Nunukan AKBP Tajuddin
dan Kapolres Kutai Tlmur {Kutim) AKBP.
Bambang Sukardi.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol |
Wayan Tjatra, membenarkan kedatangan tim
itul. Namun ia tidak mau berspekulasi mengenai
dugaan keterfibatan mantan Kapolres tersebut.

Sebelumnya, Polda Kaltim melakukan
Sertijab terhadap dua Kapolres tersebut,
sehingga kian santer berita bahwa keduanya

taii = terlibat pembalakan liar tersebut.
ra Pq\ghmaKodam(Pangdam)VlfTanjung-

e a'u';;_ enindak 10 oknum TNl yang bertugas

4 venjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri
* untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak

lain. “Sangat mungkin ada a‘orang lain yang
memiliki kewenangan Ieblh tlngf;l dibanding
keduanya,“katanﬁ AN NN
la mehambahkan; dMayun*dudennﬂkasn
sebagal pemilik CV} Andalas Gerbang
MahakaTn Te 'gkaum kedapatan menmiliki
400 meterkubi ayu yang. dlangkubdengan'
dua umtkapal Sedangkan Bambang, pemilik

CV.Bomeo Alam Lestari, kedapatanmemiliki

500'meter kubik kayu jenisiulin di Surabaya,

\ ‘Nllal'kayu ulin jtw'mencapai Rp 10 miliar.
Kayu Kayu ittrdiolah terlebih dahulu menjadi
barang-barang-lalu;diekspor ke:€inar aiau
Korea lmbuh Hadlatmoko:- LI
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N aqmnan Simenggaris Kabupaten
[tim, yang diduga terlibat dalam
iar.xKami telah melakukan

num itu karena |kut
erupa 20 alat berat
an pgaktek pemba-
, an tersebut. “Se-

: ‘ {ink melakukan
\penyitaan terha ap"b arang bukti, tetapi
dengan menerima |rnba!an{akhlmya barang
bukfi tersebut malah; diloloskan, ' kata Robert.

Ke-10 oknum TNIituhingga saatini masih
dalgm proses hul ka berpangkat
paling tinggi Letnan Satu Lettu) dengan ba-
rang bukti lain adala 0 bu kubik kayu.
[iete]

e .



——

Koordinator Tim Pengacara Adelin Lis:

Keyakinan ini be erdasa
persidangan-persidangan
sebelumnya di'Pengadilan. Negeri
Mandailing Natal semua
terdakwa bebas sela. Bahwa
tidak ada bukti terjadi.illegal
logging itu bukti bahwa kami
punya izin. Hu sesuai dangln
surat Menteri Kehutanan, hahwa
memang tidak ada illegal
logging di Madina. Jadi, kalau

tidak ada illegal logging, dari

mana korupsinya?

Adelin Lis itu hanya ngurusi

keuangan, dia tidak ke la-
pangan. Tapi kasusnya kok di blow-
up penyidik bahwa apa yang dila-
kukan Timber Grup adalah illegal
logging, kemudian korupsi, ada lagi
tuduhan pencucian uang/money

PERLU diungkap semua. Sebab

laundry.
Di sisi lain, penyidik juga menu-
duh PT MTG telah melanggar seba-

an pera %elr(ri_

pihak Departemen Kehutanan.

Sedangkan-'epalétemen Kehu-
tanan sendiri telah.menyatakan
bahwa PP MTGfelah mendapatkan
izin'yang memgerbolehkan PEMTG
mnebmg, memanfaatkan, menju-
al, mengumpulkan hasil’hutan'kas
yu dan lain. sebagainya:

| Ada juga tuduhan'bahwa PT
MG telah melakiikan pelanggaran
Rencana Kerja Tahunan (RKT): Pa-
dahal, yang membuat RKT itu sen-
dirivadalah PT MTG-dan disetujui
oleh-pemerintah,.dalam-hal ini-De-
partemen Kehutanan. ‘Dan kalau
RKT itudilanggar; sesuat ketentuan
peraturan kehutan sanksinya-ada-
lah administraif.

Hukuman administratif sendiri,
terdiri dari empat macam, yaitu
peringatan, tidak boleh menebang,
tidak boleh ada aktivitas di dalam
perusahaan, dan keempat menca-
but izin:"Anehnya, ‘sampai seka-
rang PTMTG tidak pernah menda-
pat teguran dan plhak Departemen

rus tiga kah yakm teguran perta-
ma, kedua dan teguran ketiga.

Kalau mendapat tegoran saja
belum pernah, dari mana pidana-
nya? Kecuali, dia menebang di luar
areal dan tidak mempunyai izin.
Tapi sepanjang ada koridor atau ja-
lan, dengan sendirinya dibolehkan
menebang kayu asal kayunya di-
pertanggung jawabkan dan diba-
yar PSDH dan DR-nya.
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menyldl.k pelanggaran administra= "
tif ini bukanlah polisi, tetapi adalah "

Adelin Lis Pasti Behas

Kalau umpamanya yang terbuk-
ti dalam dakwaan bahwasanya pe-
nebangan terjadi di luar RKT, per-
tanyaannya adalah mengapa terja-
di penebangan di luar RKT itu? Pa-

“dahal yang terjadi, sejak tahun 1998,
da, dugaan oknum-oknum polisi
,\Ghang di HPH kita di sana. Dan
biktis, belakangan ini Kapolsek
i é‘nékap dan sudah dihu-

polisi tadi langsung membaglkan
chain saw (alatpotong kayu) kepada
masyarakat.

Akhirnya masyarakat pun ma-
suk ke dalam:HPH kita, baik dari
Sumatera Barat maupun dari seki-
tar hutan itu sendiri. Sejak itu kita
(PT MTG) menertibkannya. Sepan-
jang tahtm 2002 sampai 2004, kita
telah menghabiskan dana sekitar
475 juta untuk menertibkan para
pembalak liar itu.

Ditilik dari kasus ini, kami men-
duga ada kemungkinan seseorang
ingin menjadikan areal PT MTG itu
menjadi kebun sawit. Kita juga tahu
bahwa semua demo yang berlang-
sung selama ini ada yang mendanai.
]ad1, saya rnehhat ada oknum ok—

an ini hancur.

Jadi saya sangat yakin semua
perkara akan berhasil kami tangani.
Karena apa? Karena semua kunci-
nya adalah illegal logging. Kenapa
saya berani mengatakan itu karena
semua dakwaan sama. Kalau tidak
ada illegal logging, mana ada ko-
rupsi? Mana ada money laundry-
nya?

b





